<& BAWASLU

BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- % KABUPATEN PADANG PARIAMAN

JALAN LINTAS PARIAMAN - LUBUK ALUNG
KORONG RIMBO DULANG-DULANG
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

Nomor - & /PM.00.02/K.SB-05/02/2024 Pauah Kamba, 06 Februari 2024
Sifat : Penting

Lampiran . 1 (satu) Lembar

Hal : Imbauan

Kepada Yith,

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

;

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan
Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan
Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data

B. Imbauan

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Dengan ini

disampaikan, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten

Padang Pariaman terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan
Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal untuk diakomodir hak pilihnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;




2. Agar memperhatikan dan memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK merupakan
Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenunhi
syarat sebagai Pemilih untuk diakomodir hak pilihnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

3. Agar memperhatikan dan memastikan Daftar Pemilih di lokasi khusus yang memuat
Daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari
pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus, untuk diakomodir
hak pilihnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan
terimakasih.

KETRUA,

£ R MﬁRDIN

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;




